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HAK GUGATAN PEMILIHAN DAN MASYARAKAT DALAM 

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON 

TUNGGAL 

 

MUHAMMAD ALFARIZI 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui ukuran sebuah Hak Gugatan 

Pemilihan dan Masyarakat dalam Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah 

Calon Tunggal, serta mengapa dilakukan pembatasan Gugatan Pemilih dan 

Masyarakat dalam Perselisihan hasil Pilkada Calon Tunggal dan bagaimana 

Idealnya Hak Gugatan Pemilih dan Masyarakat dalam Perselisihan hasil Pilkada 

Calon Tunggal. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian 

hukum normatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh 

bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan 

hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

 

Hasil dari penelitian skripsi ini antara lain: 

Pembatasan gugatan pemilih dan masyarakat dalam perselisihan hasil Pilakada 

calon tunggal dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa 

gugatan pemilih hanya dapat diajukan jika terdapat bukti-bukti adanya 

kecurangan, pelanggaran, atau tindakan tidak jujur yang mempengaruhi hasil 

pemilihan. Perlu diingat bahwa dalam mengajukan gugatan pemilih atau 

masyarakat, diperlukan bukti-bukti yang kuat dan jelas agar gugatan dapat 

diterima dan diproses. Selain itu, pihak yang mengajukan gugatan juga harus 

mematuhi prosedur dan persyaratan yang berlaku agar gugatan tersebut dapat 

diterima dan diproses secara sah dan legal. 

 

Hak gugatan pemilih dan masyarakat dalam perselisihan hasil Pilkada Calon 

Tunggal harus diakui dan dilindungi oleh hukum. Pemerintah dan pihak 

berwenang harus bertanggung jawab atas keamanan dan keabsahan pemilihan, 

serta memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara transparan, adil, dan 

damai. 

 
Kata Kunci : Hak Gugatan Perselisihan, Pilakada Calon Tunggal  
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RINGKASAN 

 

HAK GUGATAN PEMILIHAN DAN MASYARAKAT DALAM 

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON 

TUNGGAL 

 (MUHAMMAD ALFARIZI: 2023, 40 hlm) 
 

       Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hak 

Gugatan Pemilihan dan Masyarakat dalam Perselisihan hasil Pemilihan Kepala 

Daerah Calon Tunggal.  

       Dalam Hak Gugatan Pemilihan dan Masyarakat dalam perselisihan hasil 

Pilkada Calon Tunggal. Namun Hak Gugatan Pemilihan dan masyarakat tersebut 

belum diatur secara kongkrit di dalam Undang Undang Pilkada. Permasalahannya 

berlakunya Undang-Undang Pilkada serta perubahannya membatasi hak gugatan 

pemilih dan masyarakat. 

        Sehingga perselisihan hasil Pilkada pada Undang Undang Pilkada serta 

perubahannya mengakibatkan pemilih dan masyarakat tidak memiliki kedudukan 

hukum dalam perselisihan hasil Pilkada, sehingga selama persyaratan kedudukan 

hukum tidak terpenuhi, maka amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah tidak 

dapat diterima, meskipun pada kenyataannya terjadi pelanggaran-pelanggaran 

dalam pelaksanaan Pilkada yang menciderai demokrasi. 

        Dinamika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung 

ternyata dilapangan menghadapi banya masalah yang harus diselesaikan secara 

normatif. Sebagaimana diuraikan terdahulu, masalah yang muncul terkait dengan 

proses yang didominasi oleh partai politik telah terselesaikan keluarnya Putusan 



 

Mahkamah Konstitusi yang membuka akses untuk calon perseorangan. Ternuka 

akses bagi calon perseorangan kemudian menimbulkan masalah baru terkait 

dengan dukungan awal yang menjadi persyarat bagi calon perseorangan dan 

masalah ini pun kemudian dapat diselesaikan dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi. 

       Belum banyaknya masyrakat tentang mengenai Mengenai Hak Gugatan 

Pemilihan dan Masyarakat dalam perselisihan hasil Pilkada Calon Tunggal 

sehingga menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan merupakan 

jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis 

bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: 

1.   Beberapa implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai calon 

tunggal tersebut menimbulkan kekosongan hukum terkait mekanisme 

penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah terhadap daerah yang 

hanya memiliki satu pasangan calon. Bukan hal yang tidak mungkin 

apabila kehadiran calon tunggal dapat terjadi perselisihan hasil pemilihan 

kepala daerah. Terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diatur 

dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dimana 

menyebutkan bahwa sengketa pemilihan terdiri atas sengketa antar peserta 

pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara 

pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan 

KPU Kabupaten/kota. Peraturan MKRI No. 4 Tahun 2015 telah mengatur 



 

hal baru terkait dengan legal standing dari pemohon dalam sengketa 

pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki satu pasangan 

calon yaitu para pasangan dan juga pemantau pemilihan. 

2.   Dalam situasi di mana terdapat perselisihan hasil Pilkada Calon Tunggal, 

transparansi harus menjadi prioritas utama. Informasi tentang pemilihan 

harus tersedia untuk umum dan harus mudah diakses oleh semua pihak 

yang terkait. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan dan 

pelanggaran hukum selama pemilihan. Pemerintah dan pihak berwenang 

juga harus memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara damai dan 

tanpa kekerasan. Mereka harus menangani situasi yang mungkin memicu 

konflik dengan bijaksana dan sesuai dengan hukum. 
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